Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi) by Soedibyo, Aisyah Nurcahyaningtyas
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SIDANG 
KASASI NOMOR 980K/PID.SUS/2015 MENGENAI PELEPASAN 





Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh  





Oleh :  
AISYAH NURCAHYANINGTYAS SOEDIBYO 







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  






HALAMAN PERSETUJUAN  
 
Judul Skripsi   : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM 
SIDANG KASASI NOMOR 980K/PID.SUS/2015 
MENGENAI PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN 
HUKUM TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA 
KORUPSI 
 
Identitas Penulis   :  
a. Nama   : Aisyah Nurcahyaningtyas Soedibyo 
b. Nim    : 145010101111135 
Konsentrasi    : Hukum Pidana 
Jangka waktu penelitian : 2 TAHUN 1 BULAN 
 
Disetujui pada tanggal : 3 Agustus 2021 
        Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
   
Dr. Prija Djatmika, SH.MS          Ardi Ferdian, SH.M.Kn 




Sarjana Ilmu Hukum 
 





HALAMAN PENGESAHAN  
 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SIDANG KASASI NOMOR 
980K/PID.SUS/2015 MENGENAI PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM 
TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI 
 
Oleh : 
Aisyah Nurcahyaningtyas Soedibyo  
145010101111135 
 
Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal : 3 Agustus 2021 
Ketua Majelis Penguji                        Anggota 
                       
Eny Harjati, S.H., M.Hum.           Fines Fatimah, S.H.,M.H  
NIP 195904061986012001           NIP 2021088611212001  
 
 
Mengetahui,                   Ketua Bagian 
Dekan Fakultas Hukum            Sarjana Ilmu Hukum 
        
Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H.,M.H         Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum 











KATA PENGANTAR  
Segala puji penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esatang telah 
memebrikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada 
tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR MENGENAI PEMBEBASAN TERDAKWA TINDAK 
PIDANA KORUPSI”  
Terimakasih penulis sampaikan kepada : 
1. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa’at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang. 
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum.  selaku Ketua Departemen Hukukm Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. 
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH. MS. Selaku dosen pembimbing utama, atas 
bimbingan dan kesabarannya. 
4. Bapak Ardi Ferdian, SH. M.Kn.selaku dosen pembimbing pendamping, atas 
bimbingan dan motivasinya.  
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu 
Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik 
akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. 
Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan 
skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak 
disengaja.  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan 
menunjukkan jalan yang benar. 
 








Halaman Persetujuan ……………………………………………………………………………………………i 
Halaman Pengesahan                         ii 
Kata pengantar …………………………………………………………………………………………………..iii 
Daftar isi ………………………………………………………………..………………………………………….iv 
Ringkasan                    v 
BAB 1 PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN …………………………………1 
A. Latar Belakang………………………………………………………………………………………………. 1  
B. Rumusan Masalah……………………………………………………………………………………………8 
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………………………………………………8 
D. Manfaat Penelitian ………………………………………………………………………………………… 8 
E. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………………..9 
F. Metode Penelitian ………………………………………………………………………………………….10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………………….14 
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian………………………………………………………………14 
1. Pengertian Pembuktian ……………………………………………………………………….…….14 
2. Sistem dan Teori Pembuktian …………………………………………………………………….15 
3. Alat Bukti………………………………………………………………………………………………….17 
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum…………………………………………………………..17  
1. Upaya Hukum Biasa……………………………………………………………….………………….18 
2. Upaya Hukum Luar Biasa……………………………………….…………………………………..19 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi………………………………………..……..20  
1. Pengertian Tindak Pidana korupsi……………….……………………………………………….20 
2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi ………………………………………………………………20 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi …………………………………………………………22 
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan ………………………………………………….23  
1. Putusan Bebas …………………..……………………………………………………………………..23 
2. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum ..………………………………………….24 
3. Putusan Pemidanaan………..………………………………………………………………………..25 
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan …………….……………………………………………25 
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan Hukum ………………………………………..30 




H. Tinjauan Umum Tentang Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.……….33 
I. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Mengenai Tindak Pidana……………………………….35 
BAB III: PEMBAHASAN…………………………………………………………………..39 
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Sidang  
Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 Mengenai Pelepasan dari segala tuntutan hukum 
Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi…………………………………..……………………..39  
1. Kasus Posisi………………………..………………………..…………………………………………..39  
B. Pemenuhan Nilai Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan  
dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015………………..………….…….47 
1. Konsep Keadilan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015……..48 
2. Konsep Kepastian dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015……55 
3. Konsep Kemanfaatan dalam Putusan Sidang  
Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015………………………………………………………………59 
4. Pemenuhan Unsur Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan  
dalam Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015.……………………………………….63 
BAB IV: PENUTUP………………………………………………….……………………...64  
A. Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………..65 






Aisyah  Nurcahyaningtyas Soedibyo, Hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Juni 2021,  ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SIDANG 
KASASI NOMOR 980K/PID.SUS/2015 MENGENAI PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN 
HUKUM TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI,  Dr. Prija Djatmika, SH.MS,  
Ardi Ferdian, SH.M.Kn. 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam 
sidang kasasi nomor 980K/PID.SUS/ 2015 mengenai pelepasan dari segala tuntutan 
hukum terdakwa tindak pida korupsi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena 
adanya kekaburan hukum yang di pakai hakim hingga membuat seorang terdakwa 
tindak pidana korupsi di pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam pututusan 
kasasi nomor 980K/PID.SUS/ 2015 hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur unsur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang tindak pidana korupsi tapi hakim juga menganggap bahwa perbuatan 
terdakwa bukanlah sebuah tindak pidana. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1)  
bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Kasasi nomor 
980K/PID.SUS/2015? (2) Apakah putusan kasasi nomor 980K/PID.SUS/2015 sudah 
memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum? 
Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan 
metode pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum 
primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan 
menggunakan Teknik analisis  gramatikal dan analisis sistematis.  
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa pada pengadilan tingkat pertama hakim sudah salah 
menerapkan hukum dan menjadikan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai 
korban hingga pada akhirnya tidak terpenuhinya asas legalitas. Dari awal itulah 
putusan kasasi nomor 980K/PID.SUS/2015 dianggap memenuhi keadilan, kepastian, 
dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa tetapi dianggap tidak memiliki rasa keadilan 






PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN  
 
A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang bermakna bahwa 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagai mana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.1 Hukum memiliki arti penting 
dalam setiap aspek kehidupan, pedoman dan tingkah laku manusia dalam 
hubungannya dengan manusia lain. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, 
apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Hukum memiliki bermacam macam 
bidang dan salah satu bidang dalam Hukum adalah Hukum Pidana. Pada prinsipnya 
ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut Ius Poenale 
dan Ius Puniendi. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah aturan-
aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.2 Dari definisi ini terlihat bahwa 
hukum pidana berpokok pada dua hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu 
dan pidana. Sedangkan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu meliputi dua hal 
yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.3 
Dalam Hukum pidana sering mempergunakan satu istilah yaitu tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan 
dan pidana.4 Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan 
dari para ahli. Para ahli ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran monism 
dan dualism. Namun pada prinsipnya para ahli sepakat bahwa ada Unsur-Unsur dalam 
arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana, yaitu unsur orang sebagai 
pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana.5 Salah satu 
tindak pidana yang sering menjadi sorotan adalah masalah korupsi. Korupsi Menurut 
transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai 
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau 
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalagunakan kekuasaan 
                                                             
1 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 Sudarto, Hukum Pidana IA,Fakultas hukum dan pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, Hal. 6. 
3 ibid 





publik yang dipercaya kepada mereka.6 Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal 
baru. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, disanalah awal mula terjadinya 
korupsi. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus 
operandinya, korupsi masuk ke dalam daftar Extraordinary Crime. 
Di berbagai forum Internasional, korupsi di masukkan sebagai salah satu bentuk 
dari crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime, atau 
sebagai salah satu bentuk dari abuse of power.7 Sedangkan di Indonesia, Korupsi 
bukanlah hal asing lagi. Menurut Indonesia Corruption Watch:  
Korupsi di Indonesia mengalami peningkatan, pada 2016 tercatat ada 482 kasus 
korupsi, 1101 tersangka, dan kerugian negara mencapai 1,4 triliun sedangkan 
pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi, 1298 tersangka, dan kerugian 
negara mencapai 6,5 triliun.8  
 
Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong Extraordinary crime atau kejahatan 
luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi 
negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar pilar sosio budaya, moral, politik, dan 
tatanan hukum keamanan nasional.9 Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan 
nasional. Dalam pasa 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “Pembangunan Nasional adalah upaya 
yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara”10 
Indonesia sebenarnya memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak 
pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah 
tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka 
terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
                                                             
6 Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap 
Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 
Semarang, 2009, Hal. 14. 
7 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hal. 143. 
8 Indonesian Corruption Watch, Laporan Akhir Tahun 2017,  Jakarta, Indonesian Corruption Watch, 
2018, Hal. 8. 
9 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi pemberantasan Korupsi), Sinar 
Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 13. 





pada beberapa pasalnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dimaksudkan untuk 
mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan 
baik hukum material maupun hukum formal serta meningkatnya ancaman pidana 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya 
pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin 
bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di 
indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan.11 
Ada berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Salah satu hambatan itu adalah modus operandi yang memanfaatkan 
orang lain untuk mencoba menutupi perbuatan pidana yang ia lakukan. Tak hanya itu 
hambatan juga datang dari apparat penegak hukum yang seharusnya berada di 
barisan terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satunya 
adalah hakim. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 
Tentang kekuasaan kehakiman:  
kekuasakaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indoneisa12 
 
Contoh putusan hakim yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi adalah 
putusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 980K/Pid.sus/2015 yang melepaskan 
seorang terdakwa yang bernama Hendra Saputra. Berawal dari adanya Rencana Kerja 
dan Anggaran Rumah Tangga Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp. 23.501.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta 
Rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Penganggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
nomor 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk pengadaan 2 unit 
video tron dengan ukuran masing masing 7,68 meter x 16,64 meter pada gedung 
                                                             
11 Murtir Jeddawi, Manifestasi Otonomi Daerah; Arah Kebijakan Publik Dan Realisasi 
Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011,  
Hal 185. 




Kementrian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah), terdakwa Hendra bekerja 
sebagai supir atau pesuruh Riefan Afrian selaku direktur utama PT Rifuel. Riefan Afrian 
memanggil dan memberitahukan  terdakwa Hendra Saputra  bahwa terdakwa diangkat 
sebagai Direktur PT Imaji Media untuk kepentingan memperoleh proyek video tron di 
Kementrian Koperasi dan UKM tersebut. Terdakwa Hendra Saputra yang mengetahui 
dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki keahlian, pengalaman maupun 
kemampuan teknis dan managerial dalam pekerjaan video tron, kemudian menyetujui 
tentang pengangkatannya sebagai direktur utama PT Imaji Media tersebut. Terdakwa 
Hendra Saputra dengan bantuan Riefan Afrian kemudian memenuhi semua 
kelengkapan untuk pendirian PT Imaji Media. PT Imaji Media kemudian berdiri dengan 
akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 2 tanggal 1 Februari 2012. 
Unit Pelayanan Pengadaan/Jasa di lingkungan Kementrian Koperasi dan UKM 
TA 2012 berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah RI Nomor 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan 
pelelangan umum pekerjaan pengadaan video tron pada gedung Kementrian Koperasi 
dan UKM, yang diikuti oleh 4 perusahaan diantaranya adalah PT Divaintan 
Pitripratama, PT Rifuel, PT Imaji Media, dan PT Batu Karya Mas. Pemenang pelelangan 
ada 2 perusahaan yaitu PT Imaji Media dan PT Batu Karya Mas. Namun ternyata di 
dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan video tron, Hendra Saputra tidak melakukan 
pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Bahkan Hendra Saputra 
menyerahkan semua pekerjaannya kepada Riefan Avrian selaku direktur utama PT 
Rifuel tanpa adanya perjanjian kerjasama. Hendra Saputra juga memberikan surat 
kuasa kepada Riefan Avrian untuk mengambil uang pembayaran dari rekening Hendra 
Saputra dan untuk itu Hendra Saputra mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 
19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah). Setelah menerima uang yang menjadi 
bagiannya Hendra Saputra kemudian melarikan diri ke Samarinda dan untuk 
menyamarkan keberadaannya sebagai Direktur Utama PT Imaji Media Hendra Saputra 
menjual PT Imaji  Media.  
Kronologi diatas Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan surat dakwaan 
Primair Subsidair. Dakwaan Primair  Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 




Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. 
Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Dari dakwaan diatas Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili 
dengan putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang amar lengkapnya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama 
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan 
pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 bulan.  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.  
Setelah merasa kurang puas dengan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri 
Tingkat Pertama, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Banding pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta nomor : 55/PID/TPK/2014/PT/DKI yang amar putusannya 
sebagai   berikut : 
1. Menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum. 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 36 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Jkt.Pst. 
3.  Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan. 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua 
pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 
 Pada tanggal 28 Oktober 2014 jaksa penuntut umum mengajukan permohonan 
kasasi terhadap putusan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi. Hasil dari sidang 
kasasi sebagai berikut : Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada 




yang menguatkan amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan 
Negeri jakarta Nomor:36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2014. 
sidang kasasi nomor 980 K/PID.SUS/2015 memiliki amar putusan sebagai berikut :
  
1. Menyatakan perbuatan terdakwa Hendra Saputra yang di Dakwakan dalam 
primair, subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan 
tindak pidana  
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum  
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya 




PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN  
 
Putusan pengadilan negeri Jakarta 
pusat Nomor : 
36/pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst 
Putusan Banding Pengadilan 
Tinggi Jakarta Nomor : 
55/PID/TPK/2014/PT/DKI 
Putusan Mahkamah Agung 
Nomor : 980 
K/PID.SUS/2015 
1. Menyatakan Terdakwa Hendra 
Saputra telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak Pidana 
Korupsi secara bersama sama 
sebagaimana dimaksud dalam 
dakwaan primair. 
2. Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa Hendra Saputra oleh 
karena itu dengan pidana 
penjara 1 tahun dan denda 
sejumlah Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda 
1. Menerima permintaan 
banding terdakwa dan 
penuntut umum. 
2. Menguatkan putusan 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.P
st. 
3.Memerintahkan agar terdakwa 
tetap di tahan. 
4. Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar 
biaya perkara pada kedua 
1. Menyatakan perbuatan 
terdakwa Hendra Saputra 
yang di Dakwakan dalam 
primair, subsidair 
terbukti, akan tetapi 
perbuatan tersebut tidak 
merupakan tindak pidana  
2. Melepaskan terdakwa 
dari segala tuntutan 
hukum  
3. Memulihkan hak 
terdakwa dalam 
kemampuan, kedudukan 




tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan 
selama 1 bulan.  
3. Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan.  
4. Menetapkan terdakwa tetap 
ditahan.  
 
pengadilan, yang pada 




4. Memerintahkan supaya 
terdakwa dibebaskan dari 
tahanan.  
  




Dari amar putusan kasasi Nomor : 980 K/PID.SUS/2015 peneliti tertarik 
menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa tindak pidana 
korupsi apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Seperti pada amar putusan nomor 
1 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan primair, subsidair 
sudah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Unsur-Unsur dalam Undang-
Undang sudah terpenuhi tetapi hakim beranggapan bahwa itu bukan merupakan 
tindak pidana.  
Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan 
judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN KASASI NOMOR 
980K/PID.SUS/2015 MENGENAI PELEPASAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM 
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI. 
  
   Tabel 1.2 
Tabel Originalitas 





Hakim terhadap Pemidaan 
Tindak Pidana Korupsi 
1. Apa yang menjadi dasar 
pertimbangan bagi hakim dalam 




Brawijaya yang diputus Minimum 
Khusus (studi di 
pengadilan negeri 
kepanjen )  
Tahun 2014 
minimum khusus terhadap 
perkara tindak pidana korupsi ? 
2. Apakah dampak penjatuhan 
putusan pidana minimum khusus 
kepada terdakwa terhadap upaya 
penanggulangan tindak pidana 
korupsi ? 
Sumber :  
 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Sidang 
Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari segala tuntutan 
hukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi? 
2. Apakah Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan 
dari segala tuntutan hukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi sudah 
memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah 
Agung dalam Putusan Nomor 980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari 
segala tuntutan hukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi.  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 
980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa 
kasus tindak pidana korupsi dari segi kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan  
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis  
a) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum 




Putusan Nomor 980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari segala 
tuntutan hukum terdakwa kasus tindak pidana korupsi.  
b) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi 
sebuah referensi atau rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam 
menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana yang 
berkaitan dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 
980K/PID.SUS/2015 Mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum 
terdakwa kasus tindak pidana korupsi.  
2. Manfaat Praktis  
a) Bagi Mahasiswa  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan/atau bahan informasi 
untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah bahsecara 
mendalam terkait dengan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan 
Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 
980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum 
terdakwa kasus tindak pidana korupsi.  
b) Bagi Masyarakat   
Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk 
masyarakat mengenai hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan 
Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 
980K/PID.SUS/2015 mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum 
terdakwa kasus tindak pidana korupsi.  
E. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini dan untuk mendapatkan 
gambaran yang jelas mengenai apa yang di bahas setiap bab, maka sistematika 
penulisan ini disusun sebagai berikut:  
 
BAB I: PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN  
Bab ini memuat latar belakang penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang 
menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang 




penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik penelusuran bahan hukum, 
Teknik Analisa bahan hukum, dan definisi konseptual. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini memuat mengenai kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian umum 
tentang tinjauan umum tentang pembuktian, tinjuan umum tentang upaya 
hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang 
putusan pengadilan, tinjauan umum tentang teori keadilan, tinjauan umum 
tentang teori kemanfaatan hukum, kajian umum tentang teori kepastian hukum, 
tinjauan umum tentang teori kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, 
tinjauan umum tentang tindak pidana 
BAB III: PEMBAHASAN 
Bab ini memuat hasil dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung Dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 Mengennai 
pelepasan dari segala tuntutan hukum Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi dan 
Pemenuhan Nilai Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dalam Putusan Sidang 
Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015.  
BAB IV: PENUTUP 
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasar hasil penelitian yang telah 
dicapai yaitu terkait Analisis Putusan Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi 
Nomor 980k/PID.SUS/2015 Mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum 
Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, 
bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum 
dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.13  
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian 
dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang 
berhubungan dnegan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan 
menganalisis tentang putusan Mahkamah Agung dalam Sidang Kasasi Nomor 
                                                             





980K/PID.SUS/2015 Mengenai pelepasan dari segala tuntutan hukum Terdakwa 
Tindak Pidana Korupsi yang mana terdapat kekaburan norma hukum yang 
dipakai oleh hakim untuk mengadili sehingga terdakwa dapat dinyatakan bebas 
dari segala tuntutan.  
 
 
2. Pendekatan Penelitian Hukum  
Penelitian ini menggunakan penelitian perundang-undangan (statue 
approach) dan pendektan kasus (case approach). Statue approach adalah 
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan 
dengan isu hukum yang diteliti.14 Seperti Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo 
Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Case aproach dilakukan 
dengan cara menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan case approach yang 
harus dipahami adalah recio decidendi, yaitu alasan alasan hukum yang 
digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.15 Kasus yang digunakan 
yaitu kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hendra Saputra. 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
a. Bahan Hukum Primer 
a) Pasa 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 
diubah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama 
Agung 
                                                             
14 Ibid, Hal. 136. 




d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 980K/PID.SUS/2015 
e) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 55/PID/TPK/2014/Pt/DKI 
f) Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 
a) Buku-Buku ilmiah dibidang hukum 
b) Makalah-Makalah 
c) Jurnal Ilmiah  
d) Artikel Ilmiah 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam 
penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi : 
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia  
b) Kamus Hukum 
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, 
teknik studi kepustakaan (library research) dengan cara mencari peraturan 
perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan, buku, jurnal, 
penelitian terdahulu serta artikel. Selain itu penelusuran data dilakukan melalui 
internet guna menunjang penelitian ini.  
5. Teknik Analisa Bahan Hukum  
Penafsiran terhadap undang undang yang dipergunakan dalam penelitian 
adalah :  
a. Penafsiran Gramatikal  
Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang undang menurut 
arti perkataan. Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang 
erat sekali. Bahasa merupakan alat satu satunya yang dipakai pembuat 




pembuat undang undang tidak dapat merangkai kata kata yang tepat.16 
Oleh karena itu, penulis wajib memakai kata kata yang lazim digunakan 
sehari hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta 
penjelasan para ahli. 
b. Penafsiran Sistematis  
Penafsiran sitematis adalah menafsirkan undang-undang dengan 
jalan menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam suatu 
perundang undangan atau dengan undang undang yang lain.17 
6. Definisi Konseptual  
a. Korupsi yang dapat merugikan perekonomian negara berarti setiap 
perbuatan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian 
perekonomian atau ekonomi negara.  
b. Putusan Lepas adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang 
pengadilan terbuka yang berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa akan diputus lepas dari 











                                                             
16 Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran Dan Kontruksi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 9 








BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian  
1. Pengertian Pembuktian  
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan dalam perkara perdata. 
Dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran 
materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan 
pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran 
formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh 
para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup 
membuktikan dengan “preponderance of evidence”, sedangkan hakim pidana 
dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond 
reasonable doubt).18 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan 
kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang 
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalan yang di dakwakan.19 
Ada beberapa pengertian pembuktian menurut para ahli, diantaranya : 
a) Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian adalah mengandung 
maksud dan usaha untuk mengatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, 
                                                             
18 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta,2013, Hal. 
241. 
19 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang 




sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa 
tersebut.20 
b) Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang 
berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-
hal yang berekanaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat 
dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan yang 
tepat. c) Menurut Darmawan, pembuktian adalah pembuktian benar suatu 
peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.21 
2. Sistem dan Teori Pembuktian 
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara 
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di periksa. Hasil 
dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup 
memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.22 Macam-macam teori 
pembuktian, yaitu : 
a) Conviction-in time 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya 
seorang terdakwa, semata mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” 
hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan 
terdakwa.23 Dengan teori ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa 
didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang.24 
b) Conviction-Raisonee 
Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. Akan tetapi, dalam teori pembuktian ini faktor keyakinan 
                                                             
20 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat Alat Bukti, ghalia, jakarta,1983, Hal. 12. 
21 Andi Sofyan, op.cit. Hal 242. 
22 Yahya Harahap, op.cit. Hal. 276. 
23 Ibid. Hal 277 




hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran 
“keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada system conviction-
raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang 
jelas. Hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa 
yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan 
hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar benar 
dapat di terima akal. Tidak semata mata atas dasar keyakinan yang 
tertutup tanpa uraian alasan yang tidak masuk akal.25 
c) Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif 
Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan 
pembuktian yang bertolak belakang dengan keyakinan atau conviction-
in time. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang 
telah disebutkan dalam undang-undang disebut teori pembuktian 
berdasar Undang-Undang secara positif (positief wetelijk bewijstheorie). 
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada undang-
undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-
alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim 
tidak diperlukan sama sekali.26 Menurut Simons, bahwa sistem atau 
teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif bertujuan unuk 
menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat 
hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.27 
d) Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif  
Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan 
keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang 
secara ekstrem. Untuk mennetukan salah tidaknya seorang terdakwa 
menurut teori pembuktian Undnag-Undang secara negatif, terdapat dua 
komponen:  
1) Pembuktian harus dilakukan dengan cara dan dengan alat-alat bukti 
yang sah menurut Undang-Undang. 
                                                             
25 Yahya Harahap, op.cit. Hal 278 
26 Andi Hamzah, op.cit. Hal 247 




2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan denga 
alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. 
Dengan demikian, teori ini menggabungkan antara unsur “objektif” 
dan “subjektif” dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.28 
3. Alat Bukti  
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 
perbuatan, dimana dengan alat alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai 
bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 
adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.29 
Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yakni 
sebagai berikut:30 
a) Keterangan Saksi  
b) Keterangan Ahli  
c) Surat 
d) Petunjuk  
e) Keterangan Terdakwa 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum  
Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa : 
Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.31 
Upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum 
luar biasa : 
1. Upaya Hukum Biasa  
                                                             
28 Yahya Harahap, op.cit. Hal 279 
29 Hari sasangka dan Lily rosita, Hukum pembuktian dalam perkara pidana, Mandar maju, bandng, 
2003, Hlm 11 
30 Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 




a) Banding  
Banding adalah suatu hak terdakwa atau penuntut umum untuk 
diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas 
putusan pengadilan negeri. Artinya, semua putusan pengadilan tingkat 
pertama dapat dimintakan badning ke pengadilan tinggi oleh terdakwa 
atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan 
beberapa pengecualian.32 
Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara pidana  pengecualian untuk pengajukan banding ialah 
sebagai berikut:33 
1) Putusan bebas 
2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang 
tepatnya penerapan hukum 
3) Putusan pengadilan dalam acara cepat.  
b) Kasasi  
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan terhadap terdakwa 
maupun kepada penuntut umum untuk mengajukan ketidakpuasan pada 
putusan sebelumnya.34 Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan 
penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang 
bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan 
hukum.35 
2. Upaya Hukum Luar Biasa 
Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dan penyimpangan dari 
upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi. Putusan pengadilan yang 
dimohon banding atau kasasi belum berkekuatan hukum tetap, dan dapat 
diajukan terhadap semua putusan baik oleh terdakwa maupun penuntut 
umum. Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa.36 
a) Kasasi Demi Kepentingan Umum  
                                                             
32 Andi Hamzah, op.cit. Hal 285 
33 Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana   
34 Yahya Harahap, op.cit. Hal 537 
35 Andi Hamzah, op.cit. Hal 292 




Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang 
diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. 
Dengan demikian, terbatas  pada putusan pengadilan negeri dan/atau 
pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.37 
Kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa 
dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Mengatakan bahwa kasasi 
dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas 
permohonan jaksa agung karena jabatannya. Artinya, bahwa kasasi atas 
permohonan jaksa agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum 
dengan tidak dapat merugikan pihak pihak yang berkepentingan. Kasasi 
karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum 
sebagai upaya hukum luar biasa.38 
b) Peninjauan Kembali 
peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan 
oleh terpidana atau penasehat hukum terpidana yang merasa belum 
puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim dengan syarat syarat 
tertentu. Putusan pengadilan yang dapat dimintahkan peninjauan 
kembali yaitu:  
1) Dapat dijatuhkan terhadap semua putusan pengadilan negeri 
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
2) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan kecuali 
putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi  
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi  
Kata korupsi berawal dari bahasa latin “corruptio”. Corruptio  berasal dari kata 
corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke 
banyak bahasa eropa seperti inggris yaitu corruption, corrupt,  prancis yaitu 
corruption, dan bahasa belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari bahasa belanda 
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inilah kata itu turun ke bahasa indonesia yaitu korupsi.39 Menurut transparancy 
internaisonal : 
 korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau polutikus atau pegawai negeri, 
yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 
orang lain yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalagunakan kekuasaan 
publik yang dipercayakan kepada mereka.40 
 
2. Pembagian Tindak Pidana Korupsi  
a) Atas dasar Substansi Onjek Tindak Pidana Korupsi:41 
1) Tindak Pidana Korupsi Murni  
Tindak Pidana Korupsi Murni adalah tindak pidana korupsi yang 
substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan 
perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut 
keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan yang bersifat publik.  
2) Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni  
Tindak Pidana Korupsi Tidak murni ialah tindak pidana yang 
substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap 
kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas tugas penegak 
hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
b) Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
1) Tindak Pidana Korupsi Umum  
Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk bentuk tindak 
pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang 
berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap 
orang termasuk korporasi.  
2) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara 
Tindak pidana korupsi pegawa negeri atau penyelenggara 
negara adalah tindakan tindak pidana korupsi yang hanya dapat 
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c) Atas Dasar Sumbernya  
1) Tindak Pidana Korupsi yang Bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
2) Tindak Pidana Korupsi yang Bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Dirumuskan Sendiri Sebagai Tindak Pidana Korupsi. 
d) Atas Dasar Tingkah Laku/ Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana 
1) Tindak Pidana Korupsi Aktif  
Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah 
tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur 
perbuatan aktif.  
2) Tindak Pidana Korupsi Pasif 
Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah 
lakunya dirumuskna secara pasif. 
e) Atas dasar dapat–tidaknya Merugikan Keuangan dan/atau Perekonomian 
Negara. 
1) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan dan/atau 
perekonomian negara. 
2) Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan 
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 
 
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi  
Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan 
dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:42 
a) Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 
dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pemberi dan pihak 
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penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak 
sama sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut. 
b) Korupsi ekstortif (memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi 
dimana terdapat unsur paksaan. 
c) Korupsi Nepotistik (perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk 
korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan 
atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang 
memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain 
kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang 
berlaku. 
d) Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud 
pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dnegan 
keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang 
akan diperoleh di masa depan. 
e) Korupsi suportif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk 
upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan 
memperkuat korupsi yang sedang dijalankan. 
f) Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang 
dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena 
memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap objek 
korupsi yang tidak diketahui orang lain. 
g) Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan 
oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya 
pemerasan terhadap dirinya 
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan  
 
Putusan Hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah 
sesuatu yang diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna 
menyelesaikan sebuah permasalahan hukum diantara mereka dengan sebaik-
baiknya. Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh 
hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui 




pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum di buat dalam 
bentuk tertulisa dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana.43 
Bentuk putusan pengadilan:44 
1. Putusan Bebas  
Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan atau dinyatakan bebas dari 
tuntutan hukum atau acquittal. Pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa 
dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. 
Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. 
Dasar putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai 
oleh majelis hakim yang bersangkutan : 
a) Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara 
Negatif. 
Pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, tidak cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa 
yang tidak cukup bukti itu, tidak diyakini oleh hakim 
b) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian  
Kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung 
oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut pasal 183 KUHAP, agar 
cukup membuktikan kesalahna seseorang terdakwa, harus dibuktikan 
dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah. 
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum  
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang 
berbunyi: 
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana 
maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum45 
 
Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut 
onslag van recht vervolging, yang sama maksudnya denganPasal 191 Ayat (2) 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yakni 
putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria : 
a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
3. Putusan Pemidanaan  
Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 
dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang di 
dakwakan kepada terdakwa. 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan  
Keadilan merupakan konsep yang tidak bisa lepas dari proses penegakan 
hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 
bahwa prinsip keadilan merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan Indonesia 
dalam Pembukaan/preambule. Jaminan atas keadilan juga diatur dalam Pasal 24 
Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sebagai 
landasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Keadilan disisi lain juga merupakan 
bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam beberapa pasal :  
1. Pasal 28 D Ayat (1) 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
2. Pasal 28 H Ayat (2)  
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. 
3. Pasal 28 I Ayat (1)  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 




dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun. 
Amanat yang berkaitan dengan penegakan keadilan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Jaminan atas keadilan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan sistem hukum yang ada di Indonesia tidak semerta 
merta mudah diterapkan begitu saja, karena pada dasarnya keadilan adalah konsep 
abstrak yang sangat sulit ditentukan definisinya apalagi diterapkan. Sepanjang 
sejarah manusia berusaha untuk mendefinisikan keadilan sebagai landasan dalam 
menerapkan keadilan tersebut sebagai nilai yang benar. Beberapa pemikir, sarjana, 
dan ahli hukum berusaha merumuskan definisi, landasan dan parameter keadilan, 
untuk memastikan keadilan diterapkan dalam kehidupan. Para sarjana ini berusaha 
merumuskan kesatuan makna keadilan dari tataran etimologis hingga kategori 
pelaksanaan yang keadilan, terutama dalam bidang hukum sesuai kajian tulisan ini.  
Secara istilah keadilan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang 
bermakna sama berat; tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar atau 
berpegang pada kebenaran, atau sepatutnya dalam artian tidak sewenang-
wenang.46 Secara etimologis konsep adil dalam pengertian bahasa mencerminkan 
keadilan sebagai sesuatu yang bersifat tidak memihak, berpegang kepada 
kebenaran atau apa yang patut dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Konsep 
adil dalam bahasa menggambarkan nilai-nilai abstrak yang sulit untuk dibahas lebih 
lanjut dan tidak cukup untuk membedah mengenai bagaimana keadilan diterapkan, 
maka dari itu banyak pemikir berusaha untuk mendefinisikan keadilan. Filsafat Barat 
membagi pengetahuan mengenai keadilan dalam pengetahuan keadilan zaman 
klasik hingga modern. 
Konsep keadilan dalam zaman klasik ditandai dengan  pemikiran Plato mengenai 
keadilan. Plato menggambarkan keadilan sebagai “supreme virtue of the good state” 
atau kebajikan tertinggi yang ada dalam suatu keadaan, sedangkan individu yang 
adil adalah mereka yang berprinsip “the self diciplined man whose passions are 
controlled by reason” atau individu yang dapat mengendalikan diri dalam memenuhi 
                                                             




keinginan. Plato tidak menghubungkan secara langsung mengenai konsep keadilan 
dengan negara.47 Perkembangan pemikiran mengenai hubungan Negara (Polis) 
dilanjutkan oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Nichomancean Ethics.48 
Aristoteles dalam karyaknya mendefinisikan keadilan sebagai ketaatan kepada 
hukum. Implementasi ketaatan harus dilandasi pada penerapan keadilan yang 
bersifat komutatif yang berarti setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya 
dan keadilan distributif dimana Negara memberikan hak yang setara kepada setiap 
warga negara berupa kemanfaatan yang dirasakan bersama. Theo Huijbers 
menjabarkan konsep keadilan Aristotelian dapat dirangkum sebagai berikut:49 
1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku 
kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih 
penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan 
kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama 
penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang 
tidak sama. 
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan 
dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima. 
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. 
Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan 
kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti 
secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli 
bahwa ia adalah pejabat. 
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat 
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus 
menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret 
tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu 
“suatu rasa tentang apa yang pantas”. 
Konsep keadilan modern ditandai dengan kebangkitan pandangan kontrak 
sosial yang dianut oleh John Locke dan Jean Jacques Russeau yang 
                                                             
47 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Jakarta , Rajawali Press, 1991, Hal 97 
48 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, 
Jakarta, 2014, Hal. 86 




menganalogikan posisi asal  manusia sebagai bebas. Kebebasan manusia yang 
sering bertabrakan dengan kebebasan manusia lainnya menyebabkan manusia 
membentuk suatu kontrak sosial untuk mencegah adanya kekacauan dalam 
masyarakat. Kontrak sosial tersebut diwujudkan melalui hukum positif yang 
berlaku bagi masyarakat tersebut, mengutip pandangan Immanuel Kant.50 
Pandangan keadilan modern berbasis kontrak sosial tergambar dalam tulisan John 
Rawls mengenai keadilan berupa: 
1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari 
anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu 
posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka 
juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana 
(veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah 
entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. 
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan procedural murni. Dalam 
keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang 
disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari 
hasilnya, melainkan dari system (atau juga proses) itu sendiri. 
3. Dua Prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-
besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup :  
a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, 
hak mencalonkan diri dalam pemilihan); 
b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)  
c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama) 
d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)  
e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.    
Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu: 
a. Prinsip perbedaan (the difference principle) dan  
b. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair 
equality of opportunity). 
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Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur 
agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 
beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju 
pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang 
beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling 
kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan 
dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur 
dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 
mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan 
bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.51 
Pandangan keadilan dari penjabaran diatas dapat digunakan untuk 
menggambarkan konsep keadilan yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penjabaran Pancasila, dalam 
Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan 
yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia 
sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil 
dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap 
masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungnnya serta adil terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan 
meliputi: 52 
a. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap 
warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam 
bentuk keadilan membagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi 
serta kesempatan dalam hidup Bersama didasarkan atas hak dan kewajiban;   
b. Keadilan Legal, yaitu suatu hubungan antara warga yang wajib memenuhi 
keadilan dalam bentuk menaati peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dalam negara; dan  
c. Keadilan Komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan 
yang lainnya secara timbal balik.  
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F. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan Hukum  
Teori Kemanfaatan hukum atau yang lebih dikenal dengan utilitarianisme 
pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang 
di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya 
suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral yang menilai suatu 
kebijakan publik sehingga mempunyai dampak kepada banyak orang secara 
moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa “dasar yang 
paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan 
tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian 
bagi orang-orang yang terkait.”53  
Terkait sebagaimana dikemukakan Bentham, baik buruknya hukum harus 
diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu 
ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari 
penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya 
penderitaan. Suatu ketentuan hukum dinilai buruk apabila penerapannya 
menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar 
penderitaan. Atas dasar tersebut maka tidak ada para ahli menyatakan bahwa 
teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip 
utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.  
Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan 
dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan 
hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut 
Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas 
kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang 
mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua 
persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.Mill setuju 
dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian 
kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan 
sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill 
menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, 
akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada 
                                                             




kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri 
dan perasaan simpati. 
Stuat Mill berpendapat keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak 
dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa 
saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak 
terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, 
melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan 
diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral 
yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.54 
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum  
Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya 
mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan 
penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 
melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang 
akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk 
mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi 
setiap orang.55 
Menurut Hans Kelsen hukum merupakan norma yang menekankan aspek 
seharusnya (das sollen), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 
yang harus dilakukan (das sein). Norma-norma tersebut adalah merupakan buah 
hasil dari aksi manusia yang deliberative (secara sadar dilaksanakan). Undang-
Undang yang bersifat umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi 
individu untuk bertingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam 
hubungannya dengan sesame individu maupun dalam hubungannya dengan 
masyarakat. Norma yang diatur dalam Undang-Undang tersebut akan menjadi 
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 
individu. Adanya aturan dan pelaksanaan daripada aturan tersebut akan 
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menimbulkan sebuah kepastian hukum.56 Sementara itu, Jan Michiel Otto 
mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi 
tertentu :  
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, 
diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 
b. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara 
konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 
c. Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap 
aturan tersebut; 
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan 
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa 
hukum; 
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.  
Sudikno Mertokusumo berpendapat kepastian hukum adalah sebuah bentuk 
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian 
hukum menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang, sehingga 
atas aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 
kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.57 
Sedangkan menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni 
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.58 
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 
konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 
keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Tak hanya itu, Kepastian hukum secara 
normatif juga dapat dimaknai sebagai suatu peraturan yang dibuat dan 
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang 
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dimaksud dalam hal ini adalah tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan 
tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian dan keadilan 
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. 
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang 
buruk.59 
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 
Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi 
peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 
merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Untuk itu kepastian hukum 
terhadap hukum positif yang ada harus ditaati dan dijaga berdasarkan nilai-nilai 
yang ingin dicapai yakni keadilan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban 
suatu negara.60 
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 
Sebagaimana disebutkan bahwa “Legal certainty is manifested by law by its nature 
which only makes general legal rules. The general nature of the rule of law proves 
that law does not aim to achieve justice or benefit, but solely for certainty.”61 
H. Tinjauan Umum Tentang Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana 
Kesalahan dan pertanggunjawaban pidana merupakan dua konsep yang saling 
berkaitan. Pertanggunjawaban pidana dapat dimintakan kepada subjek hukum yang 
dalam tindakannya terdapat kesalahan. Bambang Poernomo  menyatakan  
“Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis 
merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru 
kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. 
Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu 
sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang 
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telah diperbuat.62 Pertanggunjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan batin 
antara perbuatan  hukum melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan 
niatan yang ada dalam diri pelaku. Untuk memenuhi unsur kesalahan dalam hukum 
pidana Moeljanto menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi meliputi:63 
1. Pelaku melakukan tindakan melawan hukum; 
2. Pelaku memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab; 
3. Adanya unsur kesalahan yang terpenuhi berupa kesengajaan (dolus) atau 
kelalaian (culpa)  
4. Tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf  
Kesalahan menjadi unsur vital dalam pemenuhan tindak pidana. Kesalahan terbagi 
menjadi dua macam :  
1. Atas dasar kesengajaan 
2. Atas dasar kealpaan  
Kesengajaan (dolus) menurut  Moeljanto terbagi menjadi  tiga bentuk  yaitu:64 
1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (opzet als oogmerk) Bentuk 
kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (willens) 
untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki 
untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan 
tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana 
materiil). 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) Kesadaran 
seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya 
pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan 
tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu 
dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. 
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) 
disebut juga dengan dolus eventualis Kesengajaan sebagai kemungkinan 
adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa 
ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari 
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perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, 
ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. 
Kealpaan  dijelaskan oleh Moeljatno menguntip dari Scmidt yang merupakan 
keterangan resmi dari pihak pembentu WvS sebagai berikut: 
Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet mengharuskan bahwa kehendak 
terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu 
keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap 
keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan 
banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang 
tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan 
yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak 
menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi 
kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga 
menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan 
itu65 
 
Berdasarkan kedua penjelasan kesalahan tersebut baik kesengajaan dan 
kealpaan memiliki unsur serupa yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan 
pemaaf. 
I. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Mengenai Tindak Pidana  
Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur 
delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, 
harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada  pembuat  delik. Oleh 
karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat  
delik  tersebut  tidak  dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, 
sehingga pembuat delik  harus  dilepaskan  dari  segala  tuntutan hukum (onslaag 
van rechts alle vervologing). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, 
yaitu: 
1) Unsur obyektif, atau yang biasa disebut actus reus,   
2) Unsur subyektif, atau yang biasa disebut mens rea. 
Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:66 
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1. Unsur tingkah laku; 
2. Unsur akibat konstitutif; 
3. Unsur keadaan yang menyertai; 
4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
7. Unsur objek hukum tindak pidana; 
8. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
9.  Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
Sedangkan unsur subjektif dalam tindak pidana terdiri dari : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (kesalahan) 
2. Unsur melawan hukum 
Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa 
antara unsur subjektif (pelaku / pembuat pidana) dengan unsur objektif 
(perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan ada pula yang merasa perlu 
untuk dipisahkan. Golongan yang merasa perlu dilakukan pemisahan disebut 
aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran 
dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran ini:67  
1. Aliran Monisme  
Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana 
dengan syarat untuk dapatnya dipidana. Syarat dipidananya itu juga 
masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana. Adami Chazawi 
berpendapat ada banyak ahli hukum yang menganut pandangan 
monisme ini, dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain :  
a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana adalah ialah 
“perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”;  
b. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana;  
                                                             




c. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh 
dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan 
dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan 
hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat 
dipermasalahkan”; 
d. Simons merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan 
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, 
yang dinyatakan dapat dihukum” 
2. Aliran Dualisme 
Pada aliran dualisme memisahkan antara perbuatan dengan orang 
yang melakukan perbuatan tersebut. Para ahli hukum yang paham 
dengan aliran dualisme ini misalnya Pompe, Vos, Tresna Roeslan Saleh, 
A. Zainal Abidin, Fetcher mengatakan “perlu dibedakan antara 
karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik 
orang yang melakukannya”.68 
Menurut aliran ini kemampuan bertanggungjawab melekat pada 
orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut 
pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa 
menghubungkan dengan (adanya) pembuatnya, atau dapat dipidana 
pembuatnya. Kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang lain 
dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk 
dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan 
tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, 
dan sekali-kali bukan syarat maupun unsur dari pengertian tindak 
pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah 
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A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 
980K/PID.SUS/2015 Mengennai Pembebasan Terdakwa Kasus Tindak Pidana 
Korupsi.  
1. Kasus Posisi  
Berawal dari adanya Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Tangga 
Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 
23.501.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah) yang berasal 
dari Daftar Isian Penganggaran Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor 0176/044-
01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 untuk pengadaan 2 unit video tron dengan 
ukuran masing masing 7,68 meter x 16,64 meter pada gedung Kementrian Koperasi 
dan UKM (Usaha Kecil Menengah), terdakwa Hendra yang bekerja sebagai supir atau 
pesuruh Riefan Afrian selaku direktur utama PT Rifuel. Riefan Afrian memanggil dan 
memberitahukan  terdakwa Hendra Saputra  bahwa terdakwa diangkat sebagai 
Direktur PT Imaji Media untuk kepentingan memperoleh proyek video tron di 
Kementrian Koperasi dan UKM tersebut. Terdakwa Hendra Saputra yang mengetahui 
dan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki keahlian, pengalaman maupun 
kemampuan teknis dan managerial dalam pekerjaan video tron, terdakwa Hendra 
Saputra kemudian menyetujui tentang pengangkatannya sebagai direktur utama PT 




kemudian memenuhi semua kelengkapan untuk pendirian PT Imaji Media. PT Imaji 
Media kemudian berdiri dengan akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 2 tanggal 1 
Februari 2012.  
Unit Pelayanan Pengadaan/Jasa di lingkungan Kementrian Koperasi dan UKM TA 
2012 berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah RI Nomor 46/Kep/M.KUKM/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 melakukan 
pelelangan umum pekerjaan pengadaan video tron pada gedung Kementrian Koperasi 
dan UKM, yang diikuti oleh 4 perusahaan diantaranya adalah PT Divaintan 
Pitripratama, PT Rifuel, PT Imaji Media, dan PT Batu Karya Mas. Pemenang pelelangan 
ada 2 perusahaan yaitu PT Imaji Media dan PT Batu Karya Mas. Namun kemudian 
ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Video Tron. Terdakwa selaku 
direktur utama PT Imaji Media (yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, keahlian, 
pengalaman dan kemampuan teknis managerial dalam bidang viseo tron) tidak 
melakukan pekerjaan sebagaimana telah disepakati di dalam kontrak. Hal ini tidak 
sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :“penyedia barang dan jasa dalam 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, 
kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang dan jasa” 70 
Terdakwa juga menyerahkan semua pekerjaan sebagaimana kontrak atau surat 
perjanjian nomor 617/Kont/SM.3/X/2012 tanggal 18 oktober 2012 kepada Riefan 
Avrian selaku direktur utama PT. Rifuel dan tanpa adanya addendum kontrak. Hal ini 
juga tidak sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : 
dalam hal penyedia barang dan jasa akan melakukan kemitraan, penyedia 
barang dan jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi atau kemitraan 
yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan 
tersebut  
 
Setelah penyerahan pekerjaanya kepada Rievan Avrian, terdakwa Hendra Saputra 
mengambil bagiannya sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah). 
Setelah menerima uang yang menjadi bagiannya Hendra Saputra kemudian melarikan 
diri ke Samarinda dan untuk menyamarkan keberadaannya sebagai Direktur Utama PT 
                                                             





Imaji Media Hendra Saputra menjual PT Imaji  Media. Kronologi diatas Jaksa Penuntut 
Umum menuntut dengan surat dakwaan Primair Subsidair. Dakwaan Primair  Pasal 2 
Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 
(1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.  
Dari dakwaan diatas Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili 
dengan putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst yang amar lengkapnya 
sebagai berikut :  
1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama 
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Saputra oleh karena itu dengan 
pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 bulan.  
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.  
Dari Putusan di atas majelis hakim pengadilan negeri diatas dapat dilihat bahwa 
hakim dalam sidang pengadilan negeri ini memberikan putusan dibawah minimum dari 
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 
tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,0071 
 
                                                             




Hakim memiliki alasan untuk memberikan putusan yang menyimpang dari 
ketentuan Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diantaranya adalah : 
1. Terdakwa belum pernah di Hukum  
2. Terdakwa bersikap lugu dan memberi keterangan dengan lugas sehingga 
mempermudah pengungkapan kasus a quo.  
3. Keterbatasan Pendidikan membuat terdakwa mudah diperdaya oleh orang.  
Karena merasa kurang puas dengan Putusan Hakim pengadilan negeri, Penuntut 
Umum dan Terdakwa mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta nomor : 
55/PID/TPK/2014/PT/DKI yang amar putusannya sebagai berikut : 
1. Menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum. 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 36 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Jkt.Pst. 
3.  Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan. 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua 
pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 
Dalam putusan diatas hakim beranggapan bahwa putusan hakim pada tingkat 
pertama dirasa telah tepat dan benar. Pada tanggal 28 Oktober 2014 jaksa penuntut 
umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan banding pada tingkat 
pengadilan tinggi Jakarta. Kasasi secara istilah dapat dimaknai sebagai bagian dari 
upaya hukum. Kasasi adalah upaya hukum biasa yang diminta oleh salah satu atau 
kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para 
pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa kurang puas dengan isi putusan 
pengadilan tingkat tinggi kepada Mahkamah Agung. Putusan kasasi merupakan 
peradilan tingkat akhir dari rangkaian peradilan dari semua lingkungan peradilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.72 
Hasil dari sidang kasasi sebagai berikut : Membatalkan putusan pengadilan tindak 
pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta nomor:55/PID/TPK/2014/PT.DKI 
tanggal 9 Oktober 2014, yang menguatkan amar putusan pengadilan tindak pidana 
korupsi pada Pengadilan Negeri jakarta Nomor:36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 
                                                             




27 Agustus 2014. sidang kasasi nomor 980 K/PID.SUS/2015 memiliki amar putusan 
sebagai berikut :  
1. Menyatakan perbuatan terdakwa Hendra Saputra yang di Dakwakan dalam 
primair, subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan 
tindak pidana  
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum  
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 
martabatnya 
4. Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan. 
 Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 menerapkan hukum konkret 
dalam perkara pidana dalam tingkat kasasi dengan memutus terdakwa bebas dari 
segala tuntutan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Alasan-alasan yang digunakan majelis dalam memutus tercermin dalam alasan 
mempertimbangkan  sebagai berikut:73 
1.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama 
PT.Imaji Media bukan didasarkan atas keinginan Terdakwa (mens rea ) akan 
tetapi hanya diperalat oleh Riefan Avrian Direktur Utama PT. Rifuel yang nota 
bene adalah atasan / pimpinan Terdakwa; 
1.2. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Imaji Media untuk 
kepentingan memperoleh proyek Video Tron di Kementrian Koperasi dan UKM, 
dengan nilai anggaran DIPA sebesar Rp23.501.000.000,00  (dua puluh tiga 
milyar lima ratus satu juta rupiah)  di mana PT Imaji Media didirikan oleh 
Riefan Avrian merupakan salah satu bentuk modus operandi melakukan 
korupsi; 
1.3. Bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sebenarnya adalah Office Boy di 
PT.Rifuel dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) menyadari 
dirinya tidak mempunyai keahlian, pengalaman, maupun kemampuan teknis 
dan managerial dalam pekerjaan Video Tron tersebut; 
1.4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur PT Imaji Media; 
                                                             





1.5. Takkala pengadaan Video Tron akhirnya diproses secara hukum, Riefan Avrian 
memerintahkan agar Terdakwa melarikan diri ke Samarinda dan selama 7  
(tujuh) bulan ditampung dan dipekerjakan di rumah paman Riefan Avrian; 
1.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 menyebutkan bahwa kekuasan kehakiman merupakan kekuasan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasiladan salah satu sila dari Pancasila ialah 
kemanusian yang adil dan beradab; 
Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim dalam perkara tersebut melepas 
terdakwa dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging). Putusan ini berarti majelis 
hakim memandang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dalam fakta-fakta 
yang disidangkan di pengadilan, namun kesalahan yang dilakukan terdakwa tidak 
terbukti sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 
Mahkamah Agung dalam hal membatalkan putusan dari lingkungan peradilan 
dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan 
dalam pasal 30 ayat (1):  
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
c. Lalai memenuhi syarat-syarat diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusa yang bersangkutan.  
Kasasi terhadap perkara pidana juga diatur pula dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana,yaitu : 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagai mana mestinya.  
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksankan menurut ketentuan Undang-
Undang.  
c. apa benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.  
Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum dan mendapatkan 
kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan peradilan yang bebas berdasarkan pada 





kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia74 
 
Kemudian dilanjutkan dalam ketentuanPasal 2: 
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA". 
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila 
Yang diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dimana hakim memiliki kemadirian 
peradilan yang dalam penjelasan Pasal ayat (1) dimaknai sebagai hakim bebas dari 
pengaruh pihak lain serta bebas dari tekanan fisik dan psikis dalam memutus perkara 
dan ayat (2) yang “menyatakan Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh 
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
Batasan kewenangan kasasi dan kebebasan hakim mengkonstruksi putusan kasasi 
disebut sebagai Judex Juris atau pada tingkat kasasi hakim tidak lagi menilai fakta 
yang ada dalam sebuah perkara namun melihat apakah penerapan hukum yang 
dilakukan dalam peradilan telah tepat sesuai dengan kewenangan hakim dalam 
memutus pada tingkat peradilan sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan pengadilan 
merupakan salah satu bentuk hukum konkret.75  
Alasan hakim memutus dalam perkara ini menyatakan bahwa tindakan terdakwa 
tidak memiliki kesesuaian dengan niatnya. Selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 
Nomor:55/PID/TPK/2014/PT.DKI  yang menjadi objek kasasi memutus hukuman 
terdakwa dibawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan dalam perundang-
undangan sehingga jelas masuk dalam kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus 
kasasi dimana Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim yang dirasa lalai 
dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) 
KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang  Mahkamah Agung. 
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PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN 
 
Putusan pengadilan negeri 
Jakarta pusat Nomor : 
36/pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst 
Putusan Banding Pengadilan 
Tinggi Jakarta Nomor : 
55/PID/TPK/2014/PT/DKI 
Putusan Mahkamah Agung 
Nomor : 980 
K/PID.SUS/2015 
1. Menyatakan Terdakwa 
Hendra Saputra telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak 
Pidana Korupsi secara bersama 
sama sebagaimana dimaksud 
dalam dakwaan primair. 
2. Menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa Hendra Saputra oleh 
karena itu dengan pidana 
penjara 1 tahun dan denda 
sejumlah Rp. 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 bulan.  
3. Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan.  
4. Menetapkan terdakwa tetap 
ditahan.  
1. Menerima permintaan 
banding terdakwa dan penuntut 
umum. 
2. Menguatkan putusan 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor 
36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. 
 Memerintahkan agar terdakwa 
tetap di tahan. 
3. Membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar 
biaya perkara pada kedua 
pengadilan, yang pada tingkat 
banding sebesar Rp.2.500,00 
 
1. Menyatakan perbuatan 
terdakwa Hendra Saputra 
yang di Dakwakan dalam 
primair, subsidair terbukti, 
akan tetapi perbuatan 
tersebut tidak merupakan 
tindak pidana  
2. Melepaskan terdakwa 
dari segala tuntutan hukum  
3. Memulihkan hak 
terdakwa dalam 
kemampuan, kedudukan 
dan harkat serta 
martabatnya 
4. Memerintahkan supaya 
terdakwa dibebaskan dari 
tahanan 
  






B. Pemenuhan Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Putusan Sidang 
Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
Putusan sidang kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 menjadi salah satu putusan 
kasasi yang unik dalam menafsirkan rangkaian tindak pidana korupsi. Putusan tersebut 
membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang saling 
menguatkan mengenai menghukum terdakwa. Putusan sidang kasasi Nomor 
980K/PID.SUS/2015 sebaliknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 
Putusan kasasi tersebut memberikan semua pertanyaan mengenai penafsiran hakim 
dalam sidang kasasi terhadap perangka tersebut, untuk membedah kerangka 
pemikiran hakim dalam perkara tersebut setidaknya perlu dijabarkan mengenai 
beberapa hal tentang kasasi meliputi :  
1. Konsep Keadilan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
2. Konsep Kepastian dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
3. Konsep Kemanfaatan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
Variabel-variabel tersebut akan dibedah melalui teori hukum dan konsep-konsep 
hukum yang ada untuk melihat bagaimana hakim membentuk racio decidendi dalam 
putusan tersebut.  
1. Konsep Keadilan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015. 
 Keadilan merupakan konsep yang tidak bisa lepas dari proses penegakan hukum. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
prinsip keadilan merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan Indonesia dalam 
Pembukaan/preambule. Jaminan atas keadilan juga diatur dalam pasal 24 ayat (1) 
UUD NRI 1945  sebagai landasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Keadilan disisi 
lain juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-
undang dasar yang dinyatakan dalam beberapa pasal : 
1. Pasal 28 D ayat (1)  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 




Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan. 
3. Pasal 28 I ayat (1) 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun. 
Amanat yang berkaitan dengan penegakan keadilan dalam UUD NRI 1945 tersebut 
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Teori-teori hukum sejak socretes hingga Francois geny, tetap mempertahankan 
keadilan sebagai mahkota Hukum. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan  
masyarakat yang adil. Jaminan atas keadilan yang ada dalam undanng dasar dan 
sistem hukum yang ada di Indonesia tidak semerta merta mudah diterapkan begitu 
saja, karena pada dasarnya keadilan adalah konsep abstrak yang sangat sulit 
ditentukan definisinya apalagi diterapkan. Sepanjang sejarah manusia berusaha untuk 
mendefinisikan keadilan sebagai landasan dalam menerapkan keadilan tersebut 
sebagai nilai yang benar. Beberapa pemikir, sarjana, dan ahli hukum berusaha 
merumuskan definisi, landasan dan parameter keadilan, untuk memastikan keadilan 
diterapkan dalam kehidupan. Para sarjana ini berusaha merumuskan kesatuan makna 
keadilan dari tataran etimologis hingga kategori pelaksanaan yang keadilan, terutama 
dalam bidang hukum sesuai kajian tulisan ini. 
Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak 
sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung 
arti bahwa suatu keputusan dan tindakan di dasarkan atas norma-norma objektif. 
Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, 
adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, hal itu tentunya harus 
relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan 
sangatlah bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala di definisikan 




masyarakat tersebut.76 Konsep adil dalam Bahasa menggambarkan nilai-nilai abstrak 
yang sulit untuk dibahas lebih lanjut dan tidak cukup untuk membedah mengenai 
bagaimana keadilan diterapkan, maka dari itu banyak pemikir berusaha untuk 
mendefiniskan keadilan. Filsafat Barat membagi pengetahuan mengenai keadilan 
dalam pengetahuan keadilan zaman klasik hingga zaman modern. Konsep keadilan 
zaman klasik ditandai dengan pemikiran plato mengenai keadilan. Plato 
menggambarkan keadilan sebagai “supreme virtue of the good state” atau kebijakan 
tertinggi yang ada dalam suatu keadaan, sedangkan individu yang adil adalah mereka 
yang berprinsip “the self disciplined man whose passions are controlled by reason” 
atau individu yang dapat mengendalikan diri dalam memenuhi keinginan. Plato tidak 
menghubungkan secara langsung mengenai konsep keadilan dengan negara77 
Perkembangan pemikiran mengenai hubungan Negara (Polis) dilanjutkan oleh 
Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Nichomancean Ethics.78Aristoteles dalam 
karyaknya mendefinisikan keadilan sebagai ketaatan kepada hukum. Implementasi 
ketaatan harus dilandasi pada penerapan keadilan yang bersifat komutatif yang berarti 
setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya dan keadilan distributif dimana 
Negara memberikan hak yang setara kepada setiap warga negara berupa kemanfaatan 
yang dirasakan bersama. Theo Huijbers menjabarkan konsep keadilan Aristoteles 
dapat dirangkum sebagai berikut:79 
1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku 
kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting 
dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua 
kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang 
sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. 
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari 
para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima. 
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privatdan juga publik. Kalau 
seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan 
orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah 
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melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia 
adalah pejabat. 
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat 
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus 
menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. 
Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa 
tentang apa yang pantas. 
Dengan penjabaran Theo Huijbers mengenai konsep keadilan Aristoteles peneliti 
beranggapan bahwa bahwa Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan 
Putusan nomor : 55/PID/TPK/2014/PT/DKI adalah putusan yang tepat untuk 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Saputra karena keadilan sebagai 
kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Jadi seseorang yang korupsi 
harus di hukum tanpa melihat kedudukan orang yang bersangkutan. Tetapi peneliti 
juga menganggap bahwa Putusan hakim mengenai penjatuhan denda sebesar 
Rp.50.000.000 kurang adil bagi yang diharuskan mengembalikan uang sebesar 
Rp.19.000.000,00 padahal terdakwa menerimanya sebagaimana karyawan lain, 
terdakwa sama sekali tidak mengetahui sumber uang tersebut dan mengiranya sebagai 
bonus akhir tahun. Seharusnya yang menanggung uang pemengembalian kerugian 
negara adalah Rievan Afrian sebagaimana ia menanggung uang yang telah diberikan 
kepada karyawan lainnya. Karena hingga saat ini karyawan yang lain tidak 
diperintahkan untuk mengembalikannya.  Penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa 
sebesar Rp.50.000.000,00 justru jauh dari rasa keadilan dan logika sehat, dimana 
penghasilan terdakwa hanya 1 jutaan perbulan yang digunakan untuk transpotasi, 
makan, dan sisanya menafkahi keluarga. 
Konsep mengenai apa yang adil dan tidak adil merupakan konsep yang sulit diukur, 
terlebih lagi ketika ditransformasikan dalam putusan yang bersifat konkret. Putusan 
Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 berusaha menggagas pemenuhan keadilan 
melalui beberapa argumen yang ada dalam kasus posisi meliputi: 
1. Judex facti tidak dapat menyerap dan menghimpun rasa keadilan yang 
berkembang dalam masyarakat yang menginginkan dibebaskannya terdakwa 
sebagai Office Boy yang hanya menjadi alat Rievan Afrian untuk memenuhi 




2. Judex facti memberikan pertimbangan yang kontradiksi dimana menempatkan 
terdakwa sebagai korban. Namun disisi lain menghukum terdakwa.  
3. Amar putusan Judex Facti menyatakan, terdakwa diharuskan mengembalikan 
uang sebesar Rp.19.000.000,00 padahal terdakwa menerimanya sebagaimana 
karyawan lain, terdakwa sama sekali tidak mengetahui sumber uang tersebut 
dan mengiranya sebagai bonus akhir tahun. Seharusnya yang menanggung 
uang pemengmbalian kerugian negara adalah Rievan Afrian sebagaimana ia 
menanggung uang yang telah diberikan kepada karyawan lainnya. Karena 
hingga saat ini karyawan yang lain tidak diperintahkan untuk 
mengembalikannya.  Penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 
Rp.50.000.000,00 justru jauh dari rasa keadilan dan logika sehat, dimana 
penghasilan terdakwa hanya 1 jutaan perbulan yang digunakan untuk 
transpotasi, makan, dan sisanya menafkahi keluarga.  
Pertimbangan hakim tersebut jika dibedah secara teoritik berangkat pada pilihan 
dalam menafsirkan pemenuhan rasa keadilan terhadap sifat melawan hukum oleh 
terdakwa ditafsirkan secara negatif. Penafsiran sifat melawan hukum negatif berarti 
bahwa “perbuatan melawan hukum terikat pada nilai-nilai yang berkembang di 
masyarakat, dimana jika suatu perbuatan melawan hukum dipandang tidak melawan 
hukum oleh masyarakat maka tindakan tersebut bukanlah tindakan melawan 
hukum.”80 penafsiran sifat melawan hukum tersebut berkaitan pula dengan pemikiran 
hukum yang bersifat dualisme dalam memandang tindak pidana seperti yang dianut 
oleh Pompe, Vos, Tresna Roeslan Saleh, A. Zainal Abidin, Fetcher mengatakan “perlu 
dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan 
karakteristik orang yang melakukannya”.81  
Hakim berargumentasi bahwa terdakwa pada perkara ini dalam putusan judex facti 
diakui sebagai korban tetapi disisi lain dihukum sebagai pelaku. Inkonsistensi logika 
dalam memutus perkara dianggap bertentangan dengan undang-undang, dan 
menyebabkan terdakwa harus dilepaskan sebagai segala tuntutan. Inkonsitensi logika 
dalam memposisikan terdakwa ini dapat dikatakan bertentangan dengan konsep 
peradilan pidana dimana seseorang baru dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti 
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adanya kesalahan. Pemosisian terdakwa sebagai pelaku namun juga korban dapat 
dikatakan sebagai bentuk tidak terpenuhinya unsur kesalahan sehingga demi keadilan 
terdakwa maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, sebagai bentuk pemenuhan 
nilai ideal filosofis dalam Sila Ke-2 Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan 
beradab.  
Pertimbangan hakim mengenai keadilan dapat dikaitkan juga dengan Pasal 8 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009  Kekuasaan kehakiman yang menyatakan 
“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim  wajib memperhatikan pula 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”82 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Eky Putri Larasati mengenai alasan hakim dalam memberikan pertimbangan yang 
meringankan dan memberatkan terdakwa korupsi yang bersifat pertimbangan-
pertimbangan non yuridis, menghasilkan beberapa jenis argumen yang digunakan 
hakim dalam meringankan atau memperberat hukuman meliputi:83  
a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa 
- Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara 
- Meresahkan masyarakat 
b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
- Sikap terdakwa dipersidangan 
- Belum pernah dihukum 
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya. 
Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut juga mempertanyakan bagaimana 
putusan judex facti membangun argumen mengenai pengembalian kerugian negara. 
Terdakawa dalam kasus tersebut dikenai  kewajiban pengembalian kerugian negara  
sebesar Rp 19.000.000,00 dan denda Rp 50.000.000,00 padahal diketahui bahwa 
terdakwa hanya mendapat gaji sekitar Rp 1.300.000,00 setiap bulan sehingga untuk 
berhemat terdakwa sering menginap di kantor milik majikan terdakwa yang menjadi 
pelaku lain dalam perkara ini (Riefan Afrian). Majelis Hakim Agung memandang dalam 
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perkara ini Judex Facti memutus perkara dengan tidak berpegang kepada asas 
keadilan dalam sudut pandang proporsional yang ditandai dengan : 
1. Menghukum terdakwa dengan denda yang tidak mungkin dipenuhi sejak awal 
2. Tidak menghukum pelaku lain yang menerima bagian sama seperti terdakwa 
3. Gagal dalam mempertimbangkan keadaan terdakwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 
(2) dimana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan terdakwa ketika memutus suatu perkara 
4. Gagal dalam melihat rasa keadilan dimasyarakat yang menginginkan terdakwa 
diposisikan sebagai korban yang diperalat pelaku lainnya, yang dibuktikan 
melalui kampanye meminta terdakwa dibebaskan terutama di media sosial 
Dalam perkara ini terdakwa terbukti merupakan orang yang menanggung keluarga, 
bersikap baik pada saat persidangan, belum pernah dihukum pidana dan terbukti 
dimanipulasi oleh pelaku lain. Alasan-alasan tersebut luput dari pertimbangan judex 
facti dimana beban pengembalian kerugian negara dan denda seharusnya dibebankan 
kepada orang yang memanipulasi terdakwa sebagai bagian dari modus operandi 
korupsinya, bukan kepada terdakwa sebagai orang yang dimanfaatkan.  
Berdasarkan uraian analisa diatas dapat ditarik kesimpulan pertimbangan keadilan 
dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 didasarkan kepada beberapa 
pertimbangan. Pertama mengenai proporsi pengenaan hukuman kepada terdakwa 
yang tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa sesuai dengan 
Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman. Kedua Judex facti dalam perkara ini tidak 
konsisten dalam menempatkan terdakwa sebagai pelaku atau korban sehingga 
menyalahi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana 
tindakan pelaku harus memenuhi unsur kesalahan baru dapat dipidanakan. Ketiga 
Judex Facti dalam perkara ini dianggap gagal dalam menghimpun rasa keadilan 
dimasyarakat yang menghendaki perlindungan bagi orang-orang yang dimanfaatkan 
sebagai alat dalam tindak pidana korupsi sehingga seharusnya unsur tindakan yang 
dilakukan terdakwa harus dimaknai sebagai bukan kesalahan karena masyarakat tidak 
menganggapnya sebagai tercela. Jadi jika ditinjau dari sisi terdakwa dan masyarakat, 
putusan kasasi yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dirasa adil karena 
dinilai tidak memiliki niat melakukan sebuah kejahatan. Tetapi berbeda dari sisi 




dialami cukup besar. Tidak hanya kerugian keuangan negara tapi juga terhambatnya 
pekerjaan video tron. 
 
2. Konsep Kepastian dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upawa 
mewujudkan keadilan. Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan 
dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang 
bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk 
perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti 
bahwa seseorang akan dan dapat memeproleh sesuatu yang diharapkan dalam 
keadaan tertentu.84 Pernytaan tersebut sejalan dengan aoa yang dikatakan oleh Van 
Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya 
hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa 
pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu 
hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.  
Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatkan bahwa “law seems to require a 
certain minimum degree of regularity and certainy or without that it would be 
impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal 
system”85  
Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian 
hukum orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidak 
pastian yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan akibat ketidak tegasan system 
hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 
hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanannya tidak dapat dipengaruhi 
oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum tanpa nilai kepastian akan 
kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap 
orang.86 
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Membahas mengenai kepastian hukum, penulis beranggapan bahwa dalam Putusan 
Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan nomor : 
55/PID/TPK/2014/PT/DKI sangat menyimpang dengan asas kepastian hukum dimana 
pada kedua putusan tersebut hakim Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara 
bersama sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. Dakwaan primair 
dalam kasus ini adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertulis: 
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00,00 
(Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)87  
 
Dalam pasal tersebut menyebutkan batas minimum pidana yaitu 4 tahun tetapi dalam 
Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan nomor : 
55/PID/TPK/2014/PT/DKI hakim memberikan pidana di bawah minimum yaitu 2 tahun 
6 Bulan. Penulis menganggap hal itu adalah sebuah bentuk penyimpangan dari asas 
kepastian hukum.  
Konsep kepastian hukum yang dirumuskan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 
980K/PID.SUS/2015 pada bagian kesimpulan menyatakan: 
- Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tentang pidana 
penjara minimum, sehingga Putusan Judex Facti akan menjadi yurisprudensi yang 
berbahaya karena dapat digunakan koruptor agar hukumannya ringan. Tentu 
dikemudian hari masalah akan menjadi pelik layaknya kewenangan Jaksa untuk 
mengajukan PK atau PK pidana yang dapat diajukan lebih dari sekali. Dalam 
artian, jika kita mentolerir pelanggaran hukum sekali saja maka akan menjadi bola 
salju yang berbahaya; 
- Judex Facti secara sengaja dan terang benderang melanggar dan 
mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No 
003/PUU-IV/2006 yang tentu bisa menjadi preseden buruk; 
Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut memandang bahwa Judex Juris 
memberikan putusan yang bertentangan dengan UU Tipikor karena menjatuhkan 
                                                             




pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara, dimana ketentuan minimum ancaman pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Alasan hakim pada tingkat 
pertama dan banding memutus pidana yang menyimpangi ketentuan minimum dalam 
undang-undang adalah bahwa : 
1. Pada dasarnya terdakwa adalah orang yang digunakan sebagai alat melakukan 
tindak pidana korupsi 
2. Tindakan terdakwa memang merupakan tindakan hukum namun bukan tindakan 
hukum pidana melainkan tindakan hukum perdata yang tidak melawan hukum 
3. Namun disisi lain terdakwa adalah subjek hukum yang dapat bertanggungjawab 
secara pidana 
4. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat dikenakan pada terdakwa 
pada perbuatannya 
Teori kepastian hukum memandang kepastian hukum sebagai peraturan yang jelas 
dan tidak ambigu dalam penafsiran. Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum 
sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:  
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, 
diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; 
b. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara 
konsisten dan juga tunduk dan taat keapdanya; 
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut; 
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan 
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa 
hukum;  
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 
Judex Facti dalam perkara ini seakan melakukan penemuan hukum melalui putusan 
yang menyimpangi ketentuan minimum pidana dalam undang-undang untuk 
memastikan keadilan kepada terdakwa. Alasan penyimpangan yang diajukan oleh 
Majelis Hakim dalam Judex Facti dalam pandangan Majelis Hakim Agung dalam kasasi 
dianggap tidak tepat karena pada dasarnya hukum yang ada mengenai tindakan 
terdakwa telah ada dan jelas, selain itu majelis dalam Judex Facti jelas menyimpangi 
ketentuan dalam  Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) 




Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 disisi lain jika ditinjau berdasarkan teori 
kepastian hukum pada dasarnya memperluas pula alasan pemaaf dalam Judex Juris 
dimana majelis mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai pegawai yang 
dimanfaatkan oleh pelaku lain untuk melakukan tindak pidana, walaupun pada judex 
facti juga terbukti bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggungjawab secara 
pidana. Perluasan alasan pemaaf yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam 
kasasi dengan menyatakan actus reus dan mens rea tidak berkaitan (mens rea tidak 
terbukti)88 yang dilakukan terdakwa walaupun memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 
2 ayat 1 UU Tipikor dan telah sesuai dengan Putusan MK No 003/PUU-IV/2006, yang 
menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat dan Pasal ayat 1 harus dimaknai sebagai tindak pidana formil-materiil 
yang apabila unsur-unsurnya telah dipenuhi maka pelaku dapat dikenai pidana. 
Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 ditinjau dari teori kepastian pada 
dasarnya melakukan penemuan hukum terhadap ketentuan yang tidak kosong atau 
kabur. Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 harusnya menekankan kepada 
penerapan judex facti yang salah dalam melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 253 KUHAP dimana Hakim pada tingkat judex 
juris salah dalam menerapkan peraturan perundang undangan. ditinjau dari teori 
kepastian hukum Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 membentuk preseden 
baru secara sebagian yang dapat mengaburkan kepastian hukum. 
3. Konsep Kemanfaatan dalam Putusan Sidang Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
Aliran utilitarianisme atau yang biasa dikenal teori kemanfaatan mempunyai 
pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-
banyaknya orang. Teori kemanfaatan pertama kali di kembangkan oleh Jeremy 
Bentham, bentham beranggapan bahwa baik buruknya hukum harus diukur dari baik 
buruknya suatu kebijakan social politik. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, 
jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan 
sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.   
Teori kemanfaatan hukum berangkat dari pandangan bagaimana menilai baik 
Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral yang menilai 
                                                             





suatu kebijakan publik sehingga mempunyai dampak kepada banyak orang secara 
moral, yang dipopulerkan oleh Jeremy Betham dan John Rawls. Pandangan 
kemanfaatan berpegangan kepada penilaian tindakan hukum dikatakan tercela apabila 
berdampak luas kepada masyarakat luas. Korupsi sebagai tindakan yang mengancam 
kepentingan publik, adalah subkordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan 
tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan 
kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan 
kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. 
Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.89  
Berdasarkan definisi tersebut pada dasarnya tindakan terdakwa dapat dikatakan 
memenuhi konsep akibat luas kepada masyarakat melalui tindak pidana korupsi yang 
dilakukan dan pada putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa 
dijatuhi hukuman pidana dan denda. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa kedua 
putusan itu tidak memenuhi asas kemanfaatan karena dengan ditahannya terdakwa 
maka akan memungkinkan untuk kedepannya ada kasus dengan modus operandi yang 
serupa. Para pelaku yang sebenarnya bersembunyi di balik terdakwa yang ia suruh. 
Tapi berbeda halnya dengan Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 yang 
kenyataannya bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam Putusan Kasasi 
Nomor 980K/PID.SUS/2015 memungkinkan adanya paradigma lain yang diambil Hakim 
Agung dalam tingkat kasasi dalam memandang tindakan terdakwa. 
Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 menyatakan pertimbangan 
kemanfaatan dalam membebaskan terdakwa sebagai berikut: 
a. Bahwa dengan dibebaskannya terdakwa justru akan lebih bermanfaat untuk 
keluarga dan perkembangan pemahaman hukum bagi masyarakat luas, 
sehingga para koruptor tidak dapat menggunakna modus yang sama seperti 
perkara aquo, karena pelaku korupsi yang sesungguhnya harus bertanggung 
jawab sepenuhnya dan tidak bisa berlindung pada anak buahnya yang 
dikorbankan. 
b. Dengan dibebaskannya terdakwa masyarakat luas akan menilai bahwa keadilan 
masih ada di bumi pertiwi, sehingga akan memberi manfaat bagi 
                                                             




perkembangan pembangunan hukum yang ideal, karena masyarakat masih 
menaruh dan menyandarkan kepercayaannya kepada penegak hukum. 
Alasan majelis hakim dalam pertimbangan kemanfaatan tersebut menekankan 
bahwa terdakwa kasasi dalam putusan tersebut merupakan bagian dari korban 
manipulasi dari tindakan pelaku lain yang dikuatkan melalui fakta bahwa terdakwa:90 
1. Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Imaji Media untuk 
kepentingan memperoleh proyek Video Tron di Kementrian Koperasi dan UKM, 
dengan nilai anggaran DIPA sebesar Rp23.501.000.000,00  (dua puluh tiga 
milyar lima ratus satu juta rupiah)  di mana PT Imaji Media didirikan oleh Riefan 
Avrian merupakan salah satu bentuk modus operandi melakukan korupsi; 
2. Bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sebenarnya adalah Office Boy di PT.Rifuel 
dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) menyadari dirinya tidak 
mempunyai keahlian, pengalaman, maupun kemampuan teknis dan managerial 
dalam pekerjaan Video Tron tersebut; 
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur PT Imaji Media; 
4. Takkala pengadaan Video Tron akhirnya diproses secara hukum, Riefan Avrian 
memerintahkan agar Terdakwa melarikan diri ke Samarinda dan selama 7  
(tujuh) bulan ditampung dan dipekerjakan di rumah paman Riefan Avrian; 
Serangkaian fakta persidangan tersebut menyatakan kombinasi rendahnya 
pendidikan terdakwa, status terdakwa yang bekerja sebagai office boy di kantor milik 
pelaku Rievan Afrian, dan menurutnya terdakwa terhadap perintah Rievan Afrian, 
menggambarkan posisi terdakwa sebagai orang yang “terpaksa” turut dalam rangkaian 
tindak pidana korupsi yang direncanakan Rievan Afrian. 
Penggambaran tindakan terdakwa setidaknya dapat ditinjau dalam sudut pandang 
viktimologi. Bambang Waluyo menyatakan bahwa dalam memandang penyebab 
seseorang menjadi korban setidaknya ada penyebab:91 
1. kealpaan,  
2. ketidaktahuan, 
3. kurang hati-hati,  
4. kelemahan korban  
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Penyebab-penyebab tersebut dapat menyebabkan seorang korban terlibat dalam 
kejahatan dan membentuk derajat kesalahan yang memungkinkan dilakukan oleh 
seorang korban. Mandelson sebagaimana dikutip Maya Indah dalam buku perlindungan 
korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi, menggambarkan bahwa korban 
dapat melakukan keterlibatan dalam kejahatan dalam derajat kesalahan tertentu 
sebagai berikut:92 
1. Korban sama sekali tidak bersalah; 
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. 
3. Korban sama salahnya dengan pelaku. 
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya. 
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah. 
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi. 
Alasan memutus majelis dalam Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 yang 
melepaskan tindakan terdakwa dari pemeuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana korupsi dan 
Putusan MK No 003/PUU-IV/2006, walaupun pada dasarnya terpenuhi, 
menggambarkan adanya usaha membentuk preseden mengenai alasan pemaaf 
terutama untuk melindungi orang-orang yang kondisinya lemah baik secara ekonomi, 
sosial, dan jabatan yang dimanfaatkan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana 
korupsi dengan memungkinkan pelaku ditempatkan sebagai bagian dari korban secara 
tidak langsung. Perluasan penafsiran terhadap alasan pemaaf terhadap terdakwa 
dalam Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 digunakan sebagai alat untuk 
membangun peradilan tindak pidana korupsi yang jauh lebih ideal, kemudian sebagai 
bentuk pernyataan kepada masyarakat bahwa peradilan dapat menghimpun, 
menerima dan mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat serta 
mencegah pelaku tindak pidana korupsi yang sebenarnya berlindung dengan 
mengorbankan orang lain sebagai orang yang bersalah. 
4. Pemenuhan Unsur Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Kasasi 
Nomor 980K/PID.SUS/2015 
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Berdasarkan uraian analisa pada pembahasan sebelumnya dapat dinilai ratio 
decidendi majelis hakim kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 
memiliki landasan hukum  yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang 
menyatakan dalam pasal 30 ayat (1): 
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan 
pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 
1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan. 
Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Pasal 253 ayat (1) KUHAP:  
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya.  
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang. 
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 
Selain itu Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum dan 
mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan peradilan yang bebas 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 1: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” 
dilanjutkan dalam ketentuan Pasal 2: 
1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA". 
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila 
Yang diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dimana hakim memiliki kemadirian 




pengaruh pihak lain serta bebas dari tekanan fisik dan psikis dalam memutus perkara 
dan ayat (2) yang “menyatakan Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh 
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
Berdasarkan landasan-landasan hukum tersebut Mahkamah Agung telah tepat dalam 
memberikan pertimbangan hukum dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan 
dalam Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 dari aspek keadilan,kepastian dan 













A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 
penelitian berupa 
1. Berdasarkan kasus posisi Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 
980K/PID.SUS/2015 membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dengan 
mempertimbangkan aspek kepastian hukum berupa ketidaktepatan peradilan 
judex facti dalam menerapkan hukum karena menyimpangi ketentuan minimum 
pidana dalam UU Tipikor dan menghukum terdakwa tanpa memperhatikan secara 
cermat alasan-alasan yang dapat meringankan terdakwa. Kedua aspek keadilan 
dimana peradilan judex facti dianggap gagal menghimpun rasa keadilan yang 
berkembang di masyarakat, menyusun putusan yang konsisten terutama dalam 




memberikan sanksi pengembalian yang proporsional dengan keadaan yang 
melekat pada terdakwa. Ketiga aspek kemanfaatan dimana majelis hakim pada 
tingkat kasasi berpendapat bahwa dengan dibebaskannya terdakwa akan 
membentuk preseden yang bermanfaat bagi pembangunan hukum yang ideal 
dan sekaligus menyatakan kepada masyarakat bahwa peradilan masih dapat 
dipercaya oleh masyarakat. 
2. Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 dibangun oleh racio decidendi yang 
mempertimbangkan sisi keadilan bagi terdakwa yang dimanfaatkan orang lain 
sehingga terdakwa memiliki alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan sesuai 
proporsi tindakannya dan hal-hal yang melekat pada terdakwa, sisi kepastian 
hukum yang secara konsisten mengkoreksi penerapan hukum oleh hakim dalam 
tingkat peradilan sebelumnya yang salah dalam menerapkan hukum dan 
memperkuat posisi terdakwa sebagai korban, sisi kemanfaatan dalam 
membentuk preseden yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan 
terdakwa sebagai korban dan kepentingan masyarakat luas.  
B. Saran 
1. Perlu adanya perubahan pengaturan yang memasukan perspektif pelaku 
sebagai korban dalam perkara tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi 
modus operandi pelaku tindak pidana korupsi yang memanfaatkan orang-
orang dari kalangan lemah. 
2. Putusan Kasasi Nomor 980K/PID.SUS/2015 bisa dijadikan dasar 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ddengan kondisi yang 
serupa demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 
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